UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTIONAL FOR THE SUPPRESSION
OF TERRORIST BOMBINGS, 1997
(KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN
OLEH TERORIS, 1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik [Indonesia Tahun 1945, vyaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
serta 1ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional
untuk i1kut memberantas segala tindakan yang berkaitan dengan
tindak pidana terorisme;

bahwa terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan peradaban
serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan
setiap negara karena terorisme merupakan kejahatan
internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan,
perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat
sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan
berkesinambungan sehingga hak asasi manusia dapat dilindungi
dan dijunjung tinggi;

bahwa negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
masyarakat yang beradab menegaskan secara sungguh-sungguh
untuk mengecam secara tegas seluruh bentuk, metode, upaya,
dan tindakan terorisme sebagai tindak pidana yang sangat
kejam, termasuk mereka yang merusak hubungan persahabatan
antar negara dan mengancam integritas teritorial, keamanan,
ketertiban, dan pertahanan negara-negara yang berdaulat;

bahwa untuk mencegah tindak pidana terorisme, diperlukan
kerja sama antar negara yang dilakukan melalui perjanjian,
baik bilateral maupun multilateral;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengesahkan
International Convention for the Suppression of Terrorist
Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan
Pengeboman oleh Teroris, 1997) dengan Undang-Undang;

Mengingat:
1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4012);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL
PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997).

Pasal 1

(1) Mengesahkan International Convention for the Suppression of
Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional
Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) dengan
pernyataan (Declaration) terhadap Pasal 6 dan Persyaratan
(Reservation) terhadap Pasal 20.

(2) Salinan naskah asli International Convention For the
Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi
Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997),
Pernyataan (Declaration) terhadap Pasal 6 dan Persyaratan
(reservation) terhadap Pasal 20 dalam bahasa Inggris dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang
ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 5 Aprll 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2006

MENTERI

YUSRIL

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBUK INDONESIA

AD INTERIM,
ttd.

IHZA MAHENDRA
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997
(KONVENS I INTERNASIONAL PEMBERANT ASAN
PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)

Latar Belakang Pengesahan

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah
Republik Indonesia, sebagai bagian dan masyarakat

internasional, melakukan hubungan dan kerja sama
internasional yang diwujudkan dalam perjanjian
internasional.

Kerja sama antar negara tersebut sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada
Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk membuat
perjanjian dengan negara lain.

Dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas
tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia
telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan
sehubungan dengan politik luar negeri yang bebas aktif,
Pemerintah  Republik Indonesia telah mengundangkan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional. Dengan adanya landasan hukum
tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat
perjanjian, baik bilateral maupun multilateral,

khususnya yang berkaitan dengan pencegahan,
penanggulangan, dan pemberantasan tindak pidana
terorisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan
komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia  untuk
senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap upaya



memberantas segala bentuk tindak pidana baik yang
bersifat nasional maupan transnasional, terutama tindak
pidana terorisme, maka bangsa Indonesia bertekad untuk
memberantas tindak pidana terorisme tersebut baik
melalui bilateral, regional, maupun internasional.

Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada
International Convention for the Suppression of
Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional

Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997).

Tindakan terorisme sesungguhnya merupakan kejahatan luar
biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia
yang tidak membeda-bedakan target serta korban.
Ciri-ciri kejahatan terorisme tersebut membedakannya
dengan kejahatan yang lain.

Indonesia telah mengalami akibat tindakan terorisme yang
secara keseluruhan telah menimbulkan korban jiwa dan
materi dalam jumlah yang sangat besar.

Kerugian tersebut menjadi lebih luas dengan timbulnya
kerugian ekonomi dan citra buruk terhadap keamanan di
Indonesia.

Mengingat  tindakan terorisme merupakan kejahatan
kemanusiaan dengan skala global, maka penanggulangannya
secara efektif harus dilakukan melalui kerjasama
internasional meliputi tiga hal utama:

a. pembakuan aturan yang merupakan rujukan bersama
masyarakat internasional;
b. pengembangan lembaga dan peraturan

perundang-undangan nasional serta kerjasama antar
lembaga; dan
C. pemberantasan terorisme dan jaringannya.
Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa mempunyai komitmen untuk melakukan aksesi
terhadap International Convention for the Suppression of
Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional
Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) sebagai
salah satu wupaya dalam memberantas tindak pidana
terorisme melalui kerja sama bilateral, regional maupun
internasional.

Pokok-pokok Isi Konvensi

Konvensi ini  mengatur ketentuan tindak pidana dan
penanganannya yang terdapat dalam paragraf operasional
Konvensi, kewajiban negara untuk mengambil tindakan
hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana
serta mengatur kerja sama internasional dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.
Konvensi tersebut terdiri atas Pembukaan dan 24 (dua
puluh empat) pasal. Pembukaan Konvensi menegaskan
kembali komitmen negara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk mengecam dan memberantas secara
sungguh-sungguh seluruh tindakan, metode, dan praktik
terorisme sebagai tindak pidana, yang dilakukan di
manapun dan oleh siapapun.

Pembukaan Konvensi juga mengamanatkan negara melakukan



dan meningkatkan kerja sama dalam mencegah dan
memberantas aksi terorisme mengingat serahgan teroris,
khususnya dengan cara pengeboman, telah menimbulkan
keprihatinan yang dalam bagi masyarakat internasional.

Pasal 1 memberikan definisi fasilitas negara atau
pemerintah, Tfasilitas iInfrastruktur, bahan peledak,
angkatan bersenjata suatu negara, tempat umum, dan
sistem transportasi publik.

Pasal 2 mengatur tindak pidana yang menjadi ruang
lingkup Konvensi.

Konvensi ini menetapkan bahwa setiap orang dianggap
telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut
secara me lawan hukum dan sengaja mengirimkan,
menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu bahan
peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam, atau
terhadap tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah,
sistem transportasi masyarakat, atau fasilitas
infrastruktur vyang dilakukan dengan tujuan untuk
menyebabkan kematian, luka berat atau dengan tujuan
untuk menghancurkan tempat, fasilitas atau sistem yang
mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar.

Ketentuan ini berlaku juga bagi orang yang melakukan
percobaan atas tindak pidana tersebut dan bagi mereka
yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana
tersebut.

Pasal 3 mengatur batasan yurisdiksi dari Konvensi iIni
yang menyatakan bahwa Konvensi tidak berlaku untuk
tindak pidana terorisme yang dilakukan dalam wilayah
suatu negara yang tersangka pelaku dan korban adalah
warga negara dari negara tersebut dan tidak ada negara
lain yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Konvensi ini.

Pasal 4 mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh
Negara Pihak, berkaitan dengan tindak pidana terorisme,
yaitu dengan menetapkannya sebagai suatu tindak pidana
dalam hukum nasionalnya dan menjadikan tindak pidana
tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang pantas.

Pasal 5 mengatur bahwa Negara Pihak harus pula melakukan
upaya untuk menjamin tindak pidana tersebut tidak dapat
diberi pembenaran berdasarkan pertimbangan politik,
filosofi, ideologi, ras, etnik, dan agama.

Pasal 6 mengatur persyaratan bagi suatu Negara Pihak
untuk dapat memberlakukan yurisdiksinya, yaitu apabila
tindak pidana dilakukan di dalam wilayahnya, di atas
kapal laut atau pesawat terbang berbendera negara
tersebut, atau yang terdaftar di negara tersebut pada
saat tindak pidana dilakukan dan apabila tindak pjdana
tersebut dilakukan oleh warga negara dari negara
tersebut. Negara Pihak juga, memiliki yurisdiksi apabila



